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ABTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN 

BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

PADA KANTOR SAMSAT 

KOTA MEDAN 

 

DINI APRILIA PRATIWI 

Akuntansi 

Email : diniaprilia991@gmail.com 

 

Penelitian ini berjudul “ Analisis Penerapan Pajak Progresif  Kendaraan Bermotor 

Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan” . 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif 

pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajak 

Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan 

belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pada UPT Samsat Medan Utara. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif, menggunakan data sekunder berupa 

data jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi penerimaan Pajak 

kendaraan Bermotor serta Penerimaan Pajak Progresif. Sumber data penelitian 

yaitu data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa data-data realisasi 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari UPT Samsat Medan 

Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penrapan tariff pajak progreif 

kendaraan bermotor terbilang belm optimal bahkan sangat kurang dai kriteria 

kontribusi yang ditentukan, penyebabnya yaitu karna kurang nya kesadaran wajib 

pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya. 

 

Kata Kunci : Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF PROGRESSIVE TAX APPLICATION OF MOTOR 

VEHICLES TO INCREASE REGIONAL ORIGINAL INCOME 

AT SAMSAT OFFICE  

MEDAN CITY 

 

DINI APRILIA PRATIWI 

Accounting 

Email : diniaprilia991@gmail.com 

 

This research is entitled "Analysis of the Application of Progressive Motor Vehicle 

Taxes to Increase Regional Original Income at the Medan City Samsat Office". This 

study aims to describe and analyze the application of progressive tax rates in 

increasing Regional Original Income (PAD) on Motor Vehicle Taxes and to find 

out the factors that have caused the realization of motor vehicle taxes to not be 

achieved in increasing Regional Original Income (PAD) at UPT Samsat Medan 

Utara. . The research approach used is descriptive, using secondary data in the 

form of data on the amount of revenue from local revenue, realization of motor 

vehicle tax receipts and progressive tax revenues. The sources of research data are 

primary data in the form of interviews, and secondary data in the form of data on 

the realization of Motor Vehicle Tax Revenue obtained from UPT Samsat Medan 

Utara. The results of the study indicate that the implementation of the progressive 

tax rate for motorized vehicles is not optimal, even less than the specified 

contribution criteria, the cause is the lack of awareness of taxpayers to report their 

motorized vehicle tax objects. 

Keywords: Progressive Tax, Motorized  Vehicle Tax,  Local Own Revenue.
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya 

melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik Bidang Ekonomi, Bidang 

Sosial, Bidang Politik,Bidang Hukum, maupun Bidang Pendidikan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam 

mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang 

berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari 

pajak.(Khairul Anwar,Bisnis et al., 2020)  

Perencanaan pajak (taxplanning) menekankan pada pengendalian setiap 

transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk 

mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat 

berupa penghematan pajak (taxsaving), penghindaran pajak (taxavoidance), 

ataupun penyeludupan pajak (taxevasion).Penghindaran pajak menunjukan kepada 

rekayasa taxaffairsyang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful), 

sedangkan penyeludupan pajak berada diluar bingkai peraturan perpajakan 

(unlawful) minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai 

dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang 

melanggar peraturan perpajakan.(Penerapan et al., 2020) 

Menurut Waluyo (2011):“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
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peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk mebiayai pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.(Khaddafi& Darwin, 2018). 

Implementasi Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi 

Fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan 

penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi 

daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan 

berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan 

pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, 

dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak daerah dan 

retribusi daerah.(Hafsah,Loka, 2021) 

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada 

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang 

diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah ( Pedra ), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.(Marihot Pahala Siahaan, 

S.E, n.d.) 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi 

pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendaraan Bermotor sendiri adalah semua 



3 
 

 

kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua 

jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang 

bergerak. 

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah semua kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang digunakan 

disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya enegri 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan motor 

yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioprasikan di 

air. 

Pajak progresif dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.Semakin besar nilai 

nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin 

meningkatkan pula pemasukan dari Pendapatan Daerah itu sendiri.Hal ini di 

dukung oleh pendapat menyatakan bahwa pajak progresif merupakan salah satu 

solusi untuk mengurangi kemacetan dengan menaikan nilai pajak kendaraan 

bermotor, yang diharapkan membuat masyarakat mengurangi konsumsi pembelian 

kendaraan bermotor. Pajak progresif tersebut akan berdampak pada peningkatan 

nilai nominal pajak yang dibayarkan wajib pajak. Meningkatnya beban pajak akan 

secara langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Penghasilan yang di 

harapkan meningkat ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat.(Tanti & Overview, 2020) 
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Menurut Undang Undang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah 

satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah 

daerah. Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Sumatera Utara meningkat baik jenis 

kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan umum,maupun alat berat 

Berdasarkan informasi dariTribun Medan Online tanggal 10 Juli 2019 jumlah 

kendaraan yang bertambah di  Kota Medan terus mengalami peningkatan sehingga 

menyebabkan kemacetan di berbagai Daerah di Sumatera Utarasehingga saat ini 

dengan naiknya jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan dan hal ini merupakan 

masalah bagiPemerintah Daerah Sumatera Utara. Banyak masyarakat yang 

memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu sehingga konsumsi masyarakat yang 

berlebihan menjadi persoalan yang menyebabkan kemacetan. 

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang sedang 

berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat 

pesat. Perkembangan kendaraan bermotor ini tentu dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Kota Medan untuk menarik pajak kepada pemilik atau penguasa kendaraan 

bermotor tersebut, demi meningkatkan sumber PendaptanAsliDaerah Kota Medan 

yang sangat berpengaruh kepada APBD (Anggran Pendapatan Belanja Daerah) 

Kota Medan. Dengan sempurnanya pelaksanaan aturan, tidak ada kesempatan bagi 

konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang. Dengan adanya penerapan 

pajak progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, 

kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 

kota-kota besar. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan bermotor di kota-

kota besar akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan 

raya.(Batubara, 2019) 
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Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya dalam 

menambahkan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk atau tergolong dalam Pajak 

Provinsi atau Pajak Daerah.Sebagai salah satu sumber penghasilan daerah yang 

besar pajak kendaraan bermotor yang merupakan Pajak Daerah yang memerlukan 

perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk terus menerus meningkatkan 

pengelolaan pajak tersebut. Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak 

Daerah& Retribusi Daerah, dimana disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor 

merupakan pajak atas hak pemilik atau penguasa atas kendaraan bermotor. 

Kendaraan bermotor dalam hal ini yaitu semua kendaraan yang beroda dua ataupun 

lebih yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan dengan alat teknik 

berupa mesin atau nomor atau peralatan lain yang fungsinya mengubah sumber 

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat besar yang juga dapat bergerak atau berpindah. Dalam 

menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, kewenanagan, dan 

kewajiban untuk mengurus sendiri pemerintahannya ataupun masyarakatnya secara 

khusus dalam menjalankan kebijakan Desentralisasi.Dasar pelaksanaan perpajakan 

kendaraan bermotor yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah.Untuk meningkatkan PAD maka pemerintah daerah harus maksimal dalam 

menerapkan kebijakan pemungutan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan 

bermotor. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan 

bermotor di Kota-kota besar sebagai salah satu penyebab naiknya tingkat 

kemacetan arus lalu lintas. (Tarif & Progresif, 2009) 

Pemberlakuan pajak ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan alamat 

atau kepemilikan ganda yang di tunjukkan untuk menghindari penerapan pajak 
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progresif. Teknik penerapan pajak progresif akan dilakukan melalui nama dan 

alamat yang terdata pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP).Penerapan pajak progresif 

ini sendiri dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah Kendaraan diSumatera Utara 

dengan menerapkan pajak berlapis. 

Fenomena yang ada saat ini adalah peningkatakan jumlah kendaraan 

bermotor pribadi sulit untuk diantisipasi sementara posisi lain jalan untuk 

kendaraan pribadi tidak sesuai dengan kapasitass kendaraan bermotor. Salah satu 

upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan yaitu dengan menerapkan 

pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan. Dewi & P 

Laksmi, (2019) menjelaskan bahwa jenis pajak jenis pajak kendaraan bermotor 

merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak kontribusi pada 

pendapatan di setiap daerah. Kenyataanya masih banyak wajib pajak yang belum 

paham akan penerapan pajak progresif. Hal ini sering terjadi ketika kendaraan 

bermotor telah terjual namun kendaraan bermotor tersebut masih atas nama pemilik 

sebelumnya sehingga yang di kenakkan pajak progresif terhadap kendaraan yang 

tidak dikuasainya lagi. Sejak  penerapan pajak progresif, para pemilik kendaraan 

bermotor harus paham dengan aturan tersebut. Sehingga ketika para pemilik 

kendaraan bermotor yang hendak menjual kendaraanya sebaiknya ketika kendaraan 

tersebut sudah terjual agar segera melaporkannya ke pihak SAMSAT untuk 

melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan yang sudah terjual tersebut. 

Pembelokiran tersebut dimaksudkan merapikan database kendaraan yang terdaftar 

di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang nnatinya tentu 

berpengaruh terhadap pendataan pemilik kendaraan yang rerkena atau  tidak terkena 

pajak progresif (Pheni, 2012). (Akuntansi, 2019) 
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Mobil bekas juga terkena dampak. Rumusan yang berlaku, untuk mobil 

pertama berlaku tarif PKB ( Pajak Kendaraan Bermotor ) normal, sesuai jenis 

kendaraan dan kapasitas mesinnya. Untuk mobil kedua dengan kepemilikan yang 

samma, seperti diberitahukan sebelumnya, sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daearh ( DPRD) Sumatera Utara, menyetujui rancangan peraturan daerah 

tentang pajak daerah diterapkan menjadi peraturan daerah ( Perda ). (sumut pos.co) 

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan 

kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/ atau alamat yang sama. Akan tetapi 

dalam Undang – Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “ penguasaan “ 

yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang 

menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang 

atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit 

yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari BuktiKepemilikan 

Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal 

ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah harus berhati-hati dalam 

mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini 

sudah sesuai dengan asas – asas pemungutan pajak ( Fajariani,2013). 

Penerapan tarif pajak progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam 

mengendalikan jumlah Kendaraan bermotor di Kota Medan. Selain itu dengan 

penerapan Pajak Progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatn Asli 

Daerah di Kota Medan, Karena dengan meningkatkannya jumlah penerimaan pajak 

yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD 

di Kota Medan.Namun penerapan tarif Pajak Progresif untuk Kendaraan pribadi 
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sebagai upaya untuk mengatasi kemacatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara belum optimal.Hinggasaat ini tarif Pajak Progresif pada Kendaraan 

Bermotor tidak akan berdampak banyak dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. Akan tetapi semangat dasar pemberlakuan Pajak Progresif Kendaraan 

Bermotor sangat tepat.dan perlu didukung oleh semua pihak karena Pajak Progresif 

lebih mendekati rasa keadilan sebab hal ini sesuai dengan tingkat kemampuan dari 

wajib pajak itu sendiri. 

Dibawah ini dapat dilihat tabel rekapitulasi realisasi penerimaan Kendaraan 

Bermotor yang dikenakan Pajak Progresif,yaitu : 

Tabel 1.1Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah  

Tahun 

jumlah 

kendaraan 

Realisasi 

Kontribusi 

(%) 

Pajak 

Pajak Progresif 

(Rp) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

 

2016 123.839 23.118.412.059 4.858.192.786.851 0,475% 

2017 138.607 38.082.464.838 5.374.664.884.106 0,708% 

2018 142.259 38.064.464.838 5.824.116.317.372 0,653% 

2019 133.785 28.544.570.663 5.073.615.967.846 0,562% 

2020 101.558 25.162.550.180 5.071.597.922.390 0,496% 

Sumber Data : UPT Samsat Medan Utara/BPPRD  

Dari tabel 1.1 dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2020,bahwa jumlah 

kendaraan pajak progresif kendaraan bermotor pada tahun 2017 mengalami 

kenaikan dari tahun 2016, jumlah kendaraan pada tahun pada tahun 2017 ke tahun 

2018 mengalami kenaikan tetapi pajak progresif kendaraan bermotor mengalami 

penurunan, dikarenakan pada tahun 2018 tidak ada pelaksanaan untuk pemutihan 
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pajak kendaraan bermotor dan semakin meningkatkannya kendaraan bermotor di 

daerah Sumatera Utara pada UPT Samsat di kota Medan, pada tahun 2018 ke tahun 

2019 jumlah kendaraan bermotor menurun tetapi realisasi pajak progresif 

kendaraan bermotor juga mengalami penurunan dikarenakan banyaknya 

masyatakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor,pada tahun 2019 ke 

tahun 2020jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 

jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat 

Medan Utara mengalami penurunan setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak 

progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. 

Pajak Kendaraan bermotor yang bersifat progresif dalam UU No 28 tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, 

daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah 

tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Jika tujuan utama dari 

penerapan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersifat progresif adalah untuk 

mengejar kenaikan pendapatan pajak yang mengakibatkan peningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini harus diperhitungkan dengan baik/Kenaikan 

pajak yang terlalu tinggi akan mengakibatkan permintaan pasar turun, pada industri 

khususnya otomotif,karena konsumen akan berfikir dua kali untuk membeli 

mobil,terlebih lagi jika ingin memiliki mobil lebih dari satu.( Ahmad Yani,2009,hal 

52) 

Untuk mengindari adanya kesalah pahamananatara instansi yang terkait, dan 

berkepentingan serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan,masing – masing 

unsur yang terkait tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memantapkan peran 
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dan tugasnya dalam mengoptimalkan sistem pelayanan terhadap pembayaran atau 

penagihan pajak prgresif dengan kesadaran yang tinggi. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

UPT Samsat Medan Utara 

 

Tahun 
Target Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

Realisasi Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

% 

2016 1.589.047.921.801 1.600.726.046.444 100.73 

2017 1.702.482.587.800 1.835.216.475.836 107.80 

2018 1.750.758.714.765 2.048.416.695.396 117.00 

2019 1.986.414.422.977 1.995.480.813.304 100.46 

2020 2.060.552.596.410 2.129.303.940.098 103.34 

Sumber Data : BPPRD UPT Samsat Medan Utara 
 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 target 

dan realisasi pajak kendaraan bermotor, Realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor tertinggi adalah pada tahun 2020, persentasenya mencapai 103,34% dari 

target yang ditentukan UPT Samsat Medan Utara. Tidak tercapainya realisasi pajak 

kendaraan bermotor pada tahun 2016, 2017, dan 2019 dari Yng ditargetkan 

Pemerintah Daerah untuk UPT Samsat Medan Utara dikarenakan wajib pajak yang 

tidak melaporkan serta membayarkan pajak kendaraannya dengan tepat waktu. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti untuk membuat proposal yang berjudul 

“ Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan bermotor Untuk 

Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat KotaMedan”  
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1.2 Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada kantor Samsat Kota 

MedanUtarayang telah dijelaskan di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kontribusi penerimaan pajak progresif pada UPT Samsat Medan 

Utara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 

2. Turunnya realisasi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor tahun 

2016 di Samsat Medan Utara 

1.3 Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimana Penerapan Tarif Pajak Progresif dalam meningkatkan 

pendapatan Asli Daerah ( PAD) pada pajakkendaraan bermotor di Samsat 

Medan Utara? 

2. Apa saja faktor- faktor yamg menyebabkan belum tercapainya realisasi 

pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan (PAD) Pada Samsat Medan 

Utara? 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif pajak progresif 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Kendaraan 

Bermotor di Samsat Medan Utara  

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan belum tercapainya 

realisasi Pajak Kendaran Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada UPT Samsat Medan Utara. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat Penelitian ini adalah :  

1. Bagi penulis, mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

diperkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Khususnya 

tentang perpajakan Daerah di bidang Kendaraan Bermotor serta 

mengaplikasikannya ke dalam pelaksanaan riset atau penelitian melalui 

penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang 

penuisperoleh.  

2. Bagi instansi terkait, Memperoleh ide dan upaya untuk mengoptimalkan 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau referensi dalam menerapkan 

tarif pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Medan 

Utara. 

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menjadi masukkan untuk penulis 

atau peneliti lainnya yang berminat dalam mengembangkan teori atau 

sebagai bahan pembanding.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 
 

Secaraumum pajak adalah pungutandari masyarakat oleh Negara 

(Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapatdipaksakan dan 

tergantung oleh yangwajib membayarnya dengan tidakmendapatkan prestasi 

kembali(kontraprestasi/ balas jasa) secaralangsung, yang hasilnya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negaradalam penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan.(Hafsah,Loka, 2021) 

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain 

masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah 

beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh 

Negara Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi 

kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang 

ditekankan adalah pajak penghasilan. (Fitriani Saragih, n.d.) 

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud 

kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Saat ini penerimaan 
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pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN).(Arifin et al., 2018)  

Ada pula beberapa pengertian pajak yang didefinisikan oleh beberapa ahli 

antara lain sebagai berikut : 

a. Soemitro (1992,hal 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

b. Djajadiningrat dalam siahaan (2010, hal 13) menyatakan bahwa pajak 

adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke 

kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan peraturan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk 

memelihara negara secara umum. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada 

negara, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara 

langsung, diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk 

kesejahteraan rakyat.  

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya 

Dasar – dasar hukum pajak dan pajak pendapatan (1990 : 5) menyatakan : Pajak 

adalah iuaran kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat 

dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbul ( kontraprestasi),yang langsung 

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De Economi 

scheBetekenis Belastingen ( terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah 

yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya,tanpa 

adanya kontrapresasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang 
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individual,dimaksukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.(Waluyo 2013, 

2013) 

a. Teori Asuransi 

Pembayaran Pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti 

pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada 

“Kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena 

itu,semakin besar “Kepentingan” seseorang terhadap negara,maka 

semakin besar pula pajak yang haeus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini 

mengandungmakna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan “daya 

pikul” masing-masigorang. 

d. Teori Bakti 

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara 

membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga 

teori kewajiban mutlak. 

e. Teori Asas Daya  Beli 

Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah 

mengambil daya beli dari rumah tangga masyatakatuntuk rumah tangga 

negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud 

untuk memlihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah 

tertentu (misal kesejahteraan). 
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f. Modernization Theory 

Yang dimotori adalah EdwinR.A Seligman. Pendekatan ini meyakini 

modernisasi sistem ekonomi akan mendorong pengembangan sistem 

perpajakan dan demokrasi. Dengan kata lain kualitas sistem perpajakan 

tergantung pada pembangunan ekonomi. 

g. Elite Theory 

Yang dipengaruhi pemikiran ekonomi Italia AmilcarePuviani dan 

dikembangkan oleh James Buchanan dan Gordon Tullock. Pajak menjadi 

penting karena berkaitan dengan kebutuan pemerintah membiayai 

pembangunan dan belanja publik. Pendekatan ini mendasarkan argumen 

pada hegemoni eliteyakni persetujuan warga negara terhadap kebijakan 

elite yang dihasilkan oleh proses demokratik,meskipun pada akhirnya 

kebijakan ini menciptakan ruang korupsi dan perburuan rente. 

h. Militarist Theory 

Yang dirintis Joseph A. Schumpeter dan diilhami pemikiran Herbert 

Spencer dan teoretikus Jerman dan Australia pada awal abad ke-20. 

Mengapa perhatian pada pajak sedemikian penting? Penganut 

militaristtheoryberpendapat bahwa inidisebabkan kompetisi antar negara 

yang mendorong penaklukan melalui militer.Konsekuensinya, negara 

pun mendapat legitimasi untuk memungut pajak 

sebagaisumberpembiayaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak 

daerah,yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.  Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

b. BerdasarkanUndang-Undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya. 

c. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oelh 

pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

e. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara 

langsungdapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

f. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 
 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.  

a. Fungsi Anggaran ( Budgetair ) 



18 
 

 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sedapat mungkin dapat 

mengisi kas negara sebanyak-banyak dana yang terkumpul dalam kas 

negara sumber perpajakan dan sumber lainnya, melalui proses Anggaran 

Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan negara yang mencakup pengeluaran 

operasional birokrasi, subsidi, investasi dan pembiayaan program 

pemerintah lainnya, kebutuhan naiknya penerimaan setiap tahun sejalan 

dengan peningkatan tuntunan rakyat akan kebutuhan pelayanan yang 

diperlukan. 

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan dalam 

negeri. 

b. Fungsi Mengatur ( Regulerend ) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi berbentuk dorongan 

atau pembatasan melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, 

pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembatasan 

atau dorongan suatu kebijakan. 

Contoh : Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, 

demikian pula dengan barang mewah.(Siregar et al., 2021) 

2.1.1.3 Jenis Pajak 

1. Jenis pajak berdasarkan sifatnya : 

a. pajak langsung (direct tax) Pajak langsung merupakan pajak yang 

diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat 

ketetapkan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan 

pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak 
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langsung harus di tanggung jawab seseorang yang terkena wajib pajak 

dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. 

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPH ), Pajak bumi 

b. Pajak tidak langsung (indirect tax) pajak tidak langsung merupakan 

pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa 

atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat 

dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi 

peristiwa atau perbuatan tentu yang menyebabkan wajib pajak 

membayarnya. . 

Contohnya : Pajak penjualan tas barang mewah, dimana pajak ini hanya 

diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. 

2. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak 

a. Pajak Subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengembaliannya 

berdasarkan subjeknya. 

Contohnya : Pajak kekayaan dan pajak penghasilan 

b. Pajak Objektif , merupakan pajak yang pengenaanya memerhatikan pada 

objeknya, baik berupa benda, keadaan,perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak. 

Contohnya : PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM ) dan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

3. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut 

a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
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b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumat tangga daerah. 

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama Kendaraan 

Bermotor, Bea balik nama tanah, serta pajak reklame, pajak hotel, pajak 

restoran.(Tri yuda adista, 2021) 

2.1.1.4 Tarif Pajak 

 
Tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai 

dasar pengenaan pajak dan menurut Mardiasmo (2013 : 9) tarif pajak dibagi 

pada tiga jenis, yakni tarif sebanding, tarif tetap tarif progresif. 

a. Tarif Sebanding/Proposional 

Tarif sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tepat terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif Tetap 

Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama ) terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang tetap. 

c. Tarif Progresif  

Tarif progresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan 

presentasetarifnya,tarif progresif terbagi : 

1. Tarif Progresif : Kenaikan presentase semakin besar 

2. Tarif Progresif Tetap : Kenaikan presentase tetap 

3. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase semakin kecil 
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4. Tarif Degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

 
 sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 yaitu : 

1. OfficialAssessment System  

OfficialAssessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri – ciri officialassessmentsystem adalah sebagai berikut. 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. SelfAssessment System 

SelfAssessment System merupakan pemungutan pajak yang memberi 

wewenang keperayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 

3. Withholding System 

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
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2.1.2 Pajak Daerah 

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli 

seperti yang dikutip oleh Sutedi ( 2008 : 57 ) dalam Rochmat Sumitro yang 

menjelaskan pajak daerah sebagai berikut : 

“ Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-

daerah swatantra, seperti provinsi, kabupaten, kotapraja, dan sebagainya. 

Sedangkan sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan 

kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang 

berbeda dengan pandangan Yasmin (Sutedi,2010:57) menurutnya. 

“ Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturtan yang di 

tetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah 

tangganya. Dengan kata lain,pajak daerah adalah pajak yang wewenang 

pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah” 

Sedangkan menurut Davey (Sutdi,2010:57), pajak daerah ialah sebagai berikut 

: 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan 

daerahnya sendiri; 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan 

tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. 

3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi 

pungutannya dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. 

BerdasarkanUndang–Undang Nomor 34 Tahun  2000 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
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Daerah Nomor 18 Tahun1997 disebutkan pajak daerah yang selanjutnya 

disebut pajak adalah “Iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

pembangunan daerah”.  

Pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah 

yang berfungsi sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai sumber dana yang sangat 

berarti dalam rangka pembayaran pembangunandaerah. 

Menurut ( Marihot P Siahaan, 2010, hal 9 ), pajak daerah adalah 

iurah wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 

adalah iuran wajib pajak kepada orang pribadi atau badan yang 

pemungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara 

langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah 

 
Menurut pasal 2 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah,maka pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, 
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yaitu : 

1. Pajak Provinsi,antara lain : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor  

d. Pajak air permukaan  

2. Pajak Kabupaten/ Kota antara lain : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Hiburan 

c. Pajak Reklame 

d. Pajak Penerangan Jalan  

e. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 

f. Pajak Parkir 

g. Pajak Sarang Burung Walet  

h. Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan  

i. Bea Perolehan hak Atas Tanah & Bangunan 

dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan 

dipungut oleh pemerintah dearah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di daerah dan 

tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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2.1.2.3 Kriteria dan Ciri – ciri Pajak Daerah 

 
Siahaan ( 2006 : 197 ) menyebutkan bahwa prinsip – prinsip umum 

perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi 

kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut : 

a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat 

mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. 

b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok 

masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota 

kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak 

c. Administrasi yang fleksibel artiinya sederhana, mudah dihitung dan 

pelayanan memuaskan bagi wajib pajak. 

d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat,sehingga timbul motivasi dan 

kesadaran pribadi untuk membayar pajak. 

e. Non distori terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan 

menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Untuk 

mempertahankan prinsip- prinsip tersebut ,maka perpajakan daerah harus 

memiliki Ciri- ciri tertentu. Adapun ciri- ciri yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara 

penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya 

b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfrekuensi terlalu besar, 

kadang – kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara 

tajam. 
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c. Taxbasenya (Dasar pengenaan pajaknya ) harus merupakan perpaduan 

antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar( abilitytopay) 

d. horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. 

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor 

2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, 

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat 

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 

secara permanen serta kendaraan bermotor yang di oprasikan di air. 

2.1.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.sementaraitu,yang 

menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan 

bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 

pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan 

Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan 

yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. 
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2.1.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan,termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang di oprasikan di air. Termasuk dalam 

pengertian Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta 

gandengannya, yang dioprasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor 

yang dioprasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5( 5 GrossTonnage ) sampai 

dengan GT 7 ( 7 GrossTonnage ). 

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian 

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat di tentukan meliputi 

kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi 

yang bersangkutan secara kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor di 

daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut – turut; alat 

– alat berat dan alat – alat besar ( termasuk dalam pengertian ini antara lain : forklik, 

buldozer, tracktor, whelloader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, 

backhoe, vibrator, compactor, scraper); serta jenis kendaraan darat lainnya,seperti 

kereta gandeng. Hal ini dapat dijumpai pada beberapa peratran daerah yang menjadi 

dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berlaku saat ini di 

Indonesia. 
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2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

  
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut peraturan 

Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat, yakni : 

a. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dan 2 unsur pokok : 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)  

2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan 

dan pencemaran lingkungan akibatpenggunaan Kendaraan 

Bermotor. 

b. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, 

termasuk alat-alat besar sera kendaraan di air, dasar pengendaraan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). 

c. Bobot sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam 

koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1 dengan pengertian sebagai 

berikut : 

1. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan atau pencemaran 

lingkungan oleh pengguna Kendaraan Bermotor (KB) tersebut 

dianggap masih dalam batas toleransi; dan 

2. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan 

Bermotor (KB) tersebut dianggap melewati batas toleransi. 

d. Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB)ditemukan berdasarkan Harga 

pasaran umum (HPU) atas suatu Kendaraan Bermotor 

e. Harga Pasaran Umum ( HPU) sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

harga rata-rata yang di peroleh dari berbagai sumber daya yang akurat. 
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f. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) pada minggu 

pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. 

g. Dalamn hal Harga Pasaran Umum (HPU) suatu kendaraan bermotor tidak 

diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat di tentukan 

berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: 

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan satuan tenaga 

yang sama. 

2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi  

3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan kendaraan 

bermotor yang sama; 

4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 

bermotoryang sama; 

5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; 

6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan; 

7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan 

import barang. 

h. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan 

faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/atau roda, 

dan berat kendaraan bermotor; 

2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut 

solar, bensin, gas, listrik, tenaga kerja, atau jenis bahan bakar 

lainnya;dan. 
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3.  Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan 

bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 taak 

dan isi silinder. 

2.1.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 20009 pasal 6 ayat 1, besaran tarif 

pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini 

: 

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% dan paling tinggi 2%. 

2. Untuk kepemilikan kendararaan bermotor kedua dan seterusnya tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan 

paling tinggi 10% 

3. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat 

yang sama 

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009 pasal 6 ayat , besaran tarif pajak 

PKB untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana di bawah ini : 

1. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 

kebakaran,sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain 

yang ditetapkan dengan peraturan daerah, di tetapkan paling rendah 

sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1% 

2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

diterapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2 

% 
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2.1.3.6 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Menurut Marihot (2010,hal 186) Besaran pokok pajak kendaraan bermotor 

yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah 

sesuai dengan rumus berikut : 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

Tarif Pajak x ( NJKB x Bobot ) 

NJKB ; Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

2.1.3.7Mekanisme Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Pelaksanaan penarikan pajak kendaraan sendiri dilakukan oleh Kantor 

Bersama SAMSAT (KB SAMSAT) yang diberikan kewenangan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah di masing-masing daerah. Untuk wilayah Kota Malang, 

penarikan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT 

Malang Kota. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua 

unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang 

mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor 

ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan 

jalandan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 

bermotor.(Папуас, n.d.) 
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2.1.4 Pajak Progresif 

2.1.4.1 Pengertian Pajak Progresif 

  
Pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua 

dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang 

sama.(Khaddafi & Darwin, 2018b) 

Pajak progresif dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai upaya pemerintah dalam 

mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan pajak kendaraan. Pajak 

Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi ketua 

dan seterusnya baik roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat 

tempat tinggal yang sama ( Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 

Tahun 2011). 

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yang 

menerapkan sistem pajak progresif, yaitu : 1. Pajak penghasilan, 2. Pajak kendaraan 

bermotor. 

1. Pajak Penghasilan  

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang 

pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang 

di dapat. 

Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan 

untuk wajib pajak pribadi, yakni : 

a. Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan 

Rp. 50.000.000, tarif pajaknya 5% 
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b. Untuk lapisan PKP diatas Rp.50.000.000 hingga Rp. 

250.000.000, tarif pajakmya 15% 

c. Untuk lapisan PKP diatas Rp.250.000.000 hingga Rp. 

500.000.000, tarif pajaknya 25% 

d. Untuk lapisan PKP diatas Rp. 500.000.000,taif pajaknya 30% 

2. Pajak Kendaraan Bermotor  

Berdasarkan peraturan Gubernuh Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 

2014 pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB 

merupakan “ Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan 

bermotor. Kemudian yang disebut kendaraan bermotor yaitu semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor 

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat 

secarapermanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

air.sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 tarif 

pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 4 kelompok dengan jenis 

penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut : 

a. 1,75% Kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi; 

b. 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum; 
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c. 0,5 untuk Kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, 

Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah 

Daerah.  

d. 0,2% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat 

besar. 

Berdasarkan uraian diatas, indikator dalam penerapan pajak 

progresif kendaraan bermotor terdiri dari : 

1. Pajak Progresif 

2. Pajak Kendaraan Bermotor 

2.1.4.2 Tarif Progresif Kendaraan Bermotor 

 

Untuk besaran tarif pajak progresif pada Kendaraan Bermotor diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah ProvinsiSumatera 

Utara pasal 9 ayat (3) dengan besarnya tarif progresif untuk Kendaraan Bermotor 

roda dua (2) dan roda tiga (3) sebagai berikut : 

a. Kepemilikan kedua 2%  

b. Kepemilikan Ketiga 2,5% 

c. Kepemilikan Keempat 3% 

d. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. 

Sedangkan tarif pajak progresif untuk kendaraan roda empat atau lebih 

sebagai berikut : 

a. Kepemilikan Kedua 2,5%  

b. Kepemilikan Ketiga 3%  

c. Kepemilikan Keempat 3,5% 

d. Kepemilikan Kelima dan seterusnya 4%  
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Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan 

prasarana disetiap daerah yaitu berasal dari pajak atau PAD itu sendiri. Berdasarkan 

undang-undang pemerintah daerah, khususnya atas desentralisasi pemerintah 

daerah memiliki sumber pemerintah yang terdiri atas hasil pajak daerah,hasil 

retribusi daerah,laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah 

satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai 

salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan 

daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu 

meningkat dari sektor pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. 

Asas The FourMaxims Diana (2013, hal 59) menyatakan bahwa asas 

pemungutan perpajakan berdasarkan The FourMaxims yang dikemukanan oleh 

Adam Smith dijalankan dengan 4 asas yaitu:  

1. Asas Equality ( asas keadilan) Asas ini menyangkut keadilan 

pendistribusian pajak dari berbagai kalangan, yang mengandung arti bahwa setiap 

orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Ini 

tidak berarti bahwa setiap orang (warga negara) dikenakan pajak yang sama. 

Walaupun penghasilannya sama tetapi setiap orang yang mempunyai penghasilan 

kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama. 

2. Asas Cerrainly (asas kepastian hukum) Asas ini mengenai tidak 

terdapatnya kesewenangan dan ketidakpastian berkenaan dengan utang pajak, yang 

mengandung pengertian bahwa pajak yang harus dibayar oleh masing-masing wajib 

pajak harus bersifat pasti, jelas dan tidak bersifat sewenang-wenang. Artinya bagi 

si wajib pajak harus ada kepastian yang jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang 



36 
 

 

memungkinkan mengenai bentuk, subjek, objek, jenis, tarif berdasarkan undang-

undang yang berlaku. 

 3. Asas Conveinenceofpayment (asas tepat waktu) asas ini menyagkut cara 

pembayaran pajak, yang mengandung pengertian bahwa pajak harus dipungut pada 

saat yang tepat, yaitu saat yang paling memudahkan dan menyenangkan bagi wajib 

pajak untuk membayarnya.  

4. Asas Efficiency ( asas efisien) Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan 

dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum 

mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Dengan biaya 

pemungutan yang kecil dibandingkan dengan proporsional dengan peningkatan 

penerimaan dapat menghindarkan penyimpangan perilaku wajib pajak.(Stabat et 

al., 2015) 

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.5.1 Pengertian Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak Daerah, Retribusi 

Daerah,Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana tercantum dalam undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 ayat (1), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah pada pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 26 ayat ( 1 

).Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi motivasi lagi 

kerena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek 
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pendapatan asli daerah dalam pelaksanaanya harus memiliki dasar hukum yang 

jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah diatur dengan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan 

di Daerah harus dengan peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang 

melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah pada pasal 286 (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan 

merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pungutan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui 

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan 

aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut 

sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda (otonomi 

daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.Penerimaan.(Ikhsan Abdullah et al., 

2015) 

Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi Daerah sebagai perwujdan Desentralisasi (Montolalu, J. (2017). 

Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja 



38 
 

 

modal pemerintah daerah sehingga kulaitas pelayanan publik semakin baik. 

(Pandapotan Ritonga, Muttaqin et al., 2021) 

2.1.6 Sanksi Pajak 

 
Sanksi Perpajakan menurut Widi Dwi Ernawati (2016:50), Sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan 

(norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain 

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan.   Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui sanksi 

– sanksi perpajakan supaya wajib pajak tidak dengan mudah melanggar peraturan 

perpajakan yang berlaku. Sanksi merupakan suatu bentuk hukuman yang di berikan 

kepada wajib pajak yang melanggar peraturan yang sudah berlaku. Sanksi 

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan 

di taati oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi adalah alat pencegah yang 

digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Dalam 

hal ini menurut buku Perpajakan di Indonesia keuangan, Pajak, dan Retribusi 

Daerah, Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. menyebutkan bahwa pemungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi 

berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan 

kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut :  

1. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari 
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pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.  

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur 

secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak 

yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

bulan sejak saat terutangnya pajak.  

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak 

yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari 

pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat 

terutangnya pajak.  

4. Kepada wajib pajak  diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari 

jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan 

sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.  

5. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar 

(ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling 

lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.  
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6. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau 

denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk 

paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.  

7. SKPDKB/SKPDKBT yang  tidak atau kurang bayar setelah jatuh 

tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% 

sebulan.  

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Kepatuhan Wajib pajak Menurut , Drs. Chairil Anwar Pohan, M.si, MBA 

(2016:544), dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua 

macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dijelaskan 

berikut.  

1. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan secara 

formal.   

2. Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan 

dimana wajib pajak secara substantive/hakekat memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – 

undang perpajakan.  

Selain itu kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan 
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kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di dalam pemenuhanya diberikan 

secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan Indonesia menganut sistem SelfAsessment  di mana prosesnya secara 

mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar 

dan melaporkan kewajibannya.  

2.2 Penelitian Sebelumnya 

 
Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari UPT 

Samsat Medan Utara juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu : 

Tabel 2.1Penelitian Sebelumnya 

No Nama Peneliti & Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Muammar Khaddafi, (2018) 

Annesa Dianty Darwin (2018) 

Analisis Pengenaan Tarif 

Pajak Progresif Pada 

Pajak kendaraan 

Bermotor The Four 

Maxims ( Studi Kasus 

Samsat Kabupaten 

Pasaman Barat Provinsi 

Sumatera Barat) 

System pemunguan 

pajak kendaraan 

bermotor di  dispenda 

kota Singkawang sudah 

efektif dengan adanya 

bagian-bagian yang 

terlihat lebih dari pada 

satu bagian, seperti 

bagian pengambilan 

formulir, penetapan 

SWDKLLJ dan bagian 

pembayaran dan 

penyerahan. Selain itu 

formulir yang 

digunakan serta 

rangkap distribusinya 
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sudah dijalankan 

dengan baik. 

2. Della Junita Nasution (2020 ) Analisis Penerapan Pajak 

Progresif Kendaraan 

Bnermotor Dalam 

Rangka Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 

Pada Kantor Sistem 

Administrasi 

ManunggalSatu Atap ( 

Samsat ) Medan Selat 

Samsat Medan Selatan 

telah menerapkan pajak 

progresif kendaraan 

bermotor sesuai dengan 

Peraturan Daerah 

Sumut Nomor 1 Tahun 

2015 tentang tarif dan 

jenis kendaraan 

bermotor yang di 

kenakan secara 

progresif. 

3. A. Fatir Lukman ( 2018 ) Kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Terhadap Peningkatan 

Asli Daerah ( Studi Kasus 

Samsat Kota Medan ) 

Dalam pelaksanaan 

pemungkutan pajak 

kendaraan tidak dapat 

terlepas dari berbagai 

kendala dalam 

pemungutannya dariapa 

yang didapatkan dan 

dihadapi peneliti 

dilapangan 

menunjukkan bahwa 

perilaku wajib pajak 

yang masih cenderung 

melalaikan 

kewajibannya dalam 

membayar pajak. 
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4. Benny Suranta Barus (2020 ) Analisis Penerapan Tarif 

Progresif Terhadap 

Penerimaan Bae Balik 

Nama Kendaraan 

Bermotor Di Kantor 

Samsat Medan Utara 

Tarif Progresif yang 

diterapkan di Samsat 

Medan Utara terbukti 

dapat menekan 

tingginya angka 

konsumsi masyarakat 

terhadap pemakaian 

kendaraan bermotor 

khususnya roda dua. 

5. Sri Angraeni( 2018) Pengaruh Pajak Progresif 

Kendaraan Bermotor 

Terhadap Bea Balik 

Nama Kendaraan 

Bermotor Pada UPT 

Samsat Gowo 

Sejak diterapkannya 

tarif progresifpajak 

kendaraan bermotor di 

kabupaten Gowo, 

penerimaan bea balik 

nama kendaraan 

bermotor mengalami 

peningkatan, hal ini 

karena banyak wajib 

pajak yang melaporkan 

kendaraan yang telah 

diuji sehingga nomor 

polisi kendaraan yang 

telah diuji diblokir dan 

pembelian kendaraan 

bekas tidak dapat 

mengurus pajak 

kendaraan 

dengansistem pinjam 

KTP, sehingga pembeli 
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kendaraan bekas wajib 

melakkan bea balik 

nama kendaraan. 

6. Deden Edwar YokeuBernardin 

(2017 ) 

Pendapatan Asli Daerah 

Melalui Kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor  

Pengaruh yang 

dihasilkan dari 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dengan terjadinya 

peningkatan dalam 

penerimaan pajak 

kendaraan bermotor 

akan berdampak serta 

meningkatkan pula 

pendapatan asli daerah, 

dengan hasil yang 

berbanding lurus 

tersebut,maka akan 

menunjukkan perta 

ubahan yang serta 

ketika penerimaan pada 

pajak 

kendaraanbermotor 

terhadap pendapatan 

asli daerah apabila 

mengalami penurunan. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

 
Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori – teori atau konsep yang 

mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 

sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk 

menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang 

memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakam penerimaan daerah yang berasal dari pungutan 

pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

serta lain –lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri 

dan dipungut berdasarkan undang – undang. 

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor merupakan tarif pemungutan pajak 

dengan presentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan 

sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentaase untuk setiap jumlah 

tertentu setiap kali naik. 

Berdasarkan Uraian Teoritis yang telah dijelaskan, peneliti megindikasikan 

bahwa pajak progresif  kendaraan bermotor  Berpengaruh besar pada wajib pajak 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. 
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Maka, dapat disimpulkan kerangka Berpikir teori sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Gambar 2. 1Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

Samsat Kota Medan 

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor 

Pendapatan Asli Daerah 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data 

kualitatif yang bersifat deskriptif,  yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti 

dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

kepustakaan,dokumentasi dan pengamatan kemudian dianalisis lalu ditarik 

kesimpulan. Jenis penelitian ini dengan landasan teori yang digunakan sebagai 

pemandu agar fokus pada penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.Selain itu 

landasan sebagai teori juga memiliki peran untuk memberikan gambaran umum 

tentang latar penelitian. Objek penelitian ini umumnya dibuka terbatas. 

Secara umum, penelitian kualitatif memproleh data umum dari wawancara 

dan observasi.Kemudian peneliti akan menganlisis data yang di dapatkan oleh si 

penelit. 

3.2 Definisi Operasional 

 
Definisi Operasional menurut singarimbun adalah sebagai suatu unsur 

penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur 

dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga 

memerlukan operasionalisasi dari masing – masing konsep yang digunakan dalam 

menggabarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata – kata yang 

dapat diuji dan diketahui keberarannya. 

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan suatu definisi 
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pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengatur variable 

tersebut. Devinisi operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Pajak progresif adalah pajak yang ditererapkan bagi kendaraan pribadi baik 

roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat kita 

tinggal itu sama. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 

1 Tahun 2015, besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada roda 

dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan 

bermotor roda empat. Untuk kendaran bermotor roda dua dan roda tiga 

besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2%,kepemilikan 

ketiga 2,5%, kepemilikan ke empat 3%,kepemilikan kelima dan seterusnya 

3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif 

progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, 

kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%. 

2. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari 

wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah,hasil 

retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkandan lain 

– lain pendapatan hasil daerah yang sah. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan di UPT Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Medan Utara, Jln. Putri Hijau,  No.14 
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3.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Desember 2022 sampai 

Juni  2022. Rencana kigiatan penelitian sebaga berikut : 

 

Tabel 3.1 Skedul Rencana Penelitian  

No   Kegiatan   
Des Jan Feb  

 
Mar  Apr 

  

Mei 

 

Jun  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

1  
Pengajuan 

Judul                       
        

2  Pra Riset      

 

 

  

            

        

3  
Penyusuna n 

Proposal                      
        

4  
Bimbinga n 

Proposal           
 

  
        

        

5  
Seminar 

Proposal                      
        

6  

Perbaikan 

Proposal                

 

 

  

 

 

 

       

7  
Bimbinga n 

Skripsi                      
        

8  

Sidang  

Meja  

Hijau  
                    

        

 

3.4Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

1. Studi Dokumentasi  

Metode ini dilakukan untuk mempelajari data atau laporan-laporan yang 

terdapat di perusahaan yang bersangkutpaut dengan apa yang mau kita 

teliti. Khususnya mengenai pajak progresifkendaraan bermotor, sebagai 

sumber data yang bermanfaat untuk menguji, dan 
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menafsirkan. 

2. Wawancara ( interview) 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan 

penelitian dengan cara tanyak jawab kepada Pegawai UPT Samsat 

Medan Utara dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan daftar 

pertanyaan kepada mereka agar mempermudah pengumpulan data yang 

kita perlukan peneliti. 

3. Observasi  

Observasi merupakan proses pencatatan pola pikir prilaku subjek 

(orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data untuk 

mendukung penelitian. Dalam teknik ini penulis langsung memahamkan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak progresif 

kendaraan bermotor untuk mendapatkan data yang bersangkutan dengan 

pokok pembahasan yang kita butuhkan. 

3.5Teknik Analisis Data 

  
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahh 

dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu 

teknis analisis data yang digunakan, mengumpulkan data yang telah di tentukan, 

kemudian mengelompokkannya,menganalisis data serta dibandingkan dengan teori 

sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil 

satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
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berikut : 

1. Mengumpulkan data jumlah kendaraan bermotor pada Samsat Kota 

Medan Utara 

2. Mengumpulkan data berapa masyatakat yang sudah memakai pajak 

progresif kendaraan bermotor. 

3. Mengumpulkan data kontribusi realisasi penerimaan pajak progresif 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerahUPT Samsat Medan Utara 

4. Menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat 

Medan Utara. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

 
Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah 

menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD menjadi sumber dana dari daerah 

itu sendiri. Pajak progresif merupakan langkah pemerintah dalam memajukan 

pelayanan dan meningkatkan  pendapatan daerah ataupun menjunjung asas-asas 

keadilan dan meningkatkan penghasilan daerah, wajib pajak yang memiliki 

kendaraan hanya satu dengan pembayaran pajak yang berbeda sesuai dengan 

kepemilikan jumlah kendaraan yang dimilikinnya. Untuk itu pemerintah daerah 

harus meningkatkan pendapatan yang signifikan atau naik diantaranya diperoleh 

dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan kenaikkan Pajak Progresif. 

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang 

memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Kendaraan 

tersebut bisa berupa sepeda motor ataupun mobil. Semakin banyak kendaraan yang 

dimiliki, maka semakin besar pula besaran pajak yang harus dibayarkan. Sistem 

progresif ini hampir mirip-mirip dengan pajak penghasilan (pph), semakin besar 

penghasilan yang didapatkan maka semakin besar pula pajak yang harus 

dibayarkan. 

Data yang diperoleh merupakan data jumlah dan realisasi kendaraan bermotor 

yang dikenakan pajak progresif pada UPT Samsat Medan Utara dari tahun 2016 

sampai dengan tahun 2020. Data yang diperoleh adalah jumlah 



53 

 

kendaraan dan realisasi kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif. 

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis 

deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis penerapan pajak progresif kendaraan 

bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang diukur dengan 

melakukan  kontribusi dari pajak progresif dengan pendapatan asli daearh. 

4.2 Analisis Data 

 
1. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Utara  

Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-

sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu 

atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai 

sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak 

progresif dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Samsat Medan Utara Realisasi 

Penerimaan Pajak Progresif sangat kurang dalam mengoptimalkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah data kontribusi pajak progresif dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Yaitu : 
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Tabel 4.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT SamsatMedan Utara 

 
Tahun Realisasi Kontribusi 

(%) Pajak Progresif Pendapatan Asli Daerah 

2016 23.118.412.059 4.858.192.786.851 0,475% 

2017 38.082.464.838 5.374.664.884.106 0,708% 

2018 38.064.464.838 5.824.116.317.372 0,653% 

2019 28.544.570.663 5.073.615.967.846 0,562% 

2020 25.162.550.180 5.071.597.922.390 0,496% 

Sumber Data : BPPRD UPT Samsat Medan Utara 

 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi ( 

naik turun ). Menurunnya realisasi pajak progresif kendaraan bermotor setiap tahun 

menyebabkan rendahnya kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan Pajak 

Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah yang cukup besar. Dapat dilihat dari hasil persentase kontribusi yang 

diberikan Samsat Medan Utara sangat kurang. 

Berikut adalah data kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Utara, yaitu : 

Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan 

Utara 

 
Tahun Realisasi Kontribusi 

(%) 

Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pendapatan Asli Daerah 

2016 1.600.726.046.444 4.858.192.786.851 32,94% 

2017 1.835.216.475.836 5.374.664.884.106 34,14% 

2018 2.048.416.695.396 5.824.116.317.372 35,17% 

2019 1.995.480.813.304 5.073.615.967.846 39,61% 
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2020 2.129.303.940.098 5.071.597.922.390 41,98% 

Sumber Data :BPPRD UPT Samsat Medan Utara 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami 

fluktuasi ( naik turun ). Dilihat dari persentase kontribusi yang diberikan Samsat 

Medan Utara masih sangat kurang jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan 

Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan  

Utara  

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak progresif kendaraan 

bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daearh dihitung dengan 

membandingkan tingkat realisasi pajak kendaraan bermotor dengan target pajak 

kendaraan bermotor. 

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada UPT Samsat Medan Utara, yaitu : 

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

UPT Samsat MedanUtara 

 

Tahun Target Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Realisasi Pajak Kendaraan 

Bermotor 

% 

2016 1.589.047.921.801 1.600.726.046.444 100,73% 

2017 1.702.482.587.800 1.835.216.475.836 107,80% 

2018 1.750.758.714.765 2.048.416.695.396 117,00% 

2019 1.986.414.422.977 1.995.480.813.304 100,46% 

2020 2.060.552.596.410 2.129.303.940.098 103,34% 

Sumber Data : BPPRD UPT Samsat Medan Utara 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 target 

dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara 

mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi ada 

pada tahun 2018, persentasenya mencapai 117,00% dari target yang ditentukan 

UPT Samsat Medan Utara. Dilihat dari persentase efektivitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020 memiliki rata-rata persentase 100%, kriteria yang diberikan Samsat Medan 

Utara dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sangat efektif.  

4.3 Pembahasan 

4.3.1Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam        

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara 

menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikkan 

objek pajak. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dikenakan karena kepemilikan 

kendaraan kedua dan seterusnya dng berbeda dengan tarif yang berbeda sesuai 

dengan kepemilikan kendaraan. 

Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor diatur berdasarkan 

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) dan (4) 

tentang tarif pajak progresif untuk kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) dari 

kepemilikan kedua dan seterusnya. Pada Samsat Medan Utara telah menerapkan 

pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara sesuai dengan tarif dan jenis Kendaraan di Kota Medan. 
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Berdasarkan tabel 4.1 data penerimaan pajak progresif belum mampu 

mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan 

Samsat Medan Utara tergolong sangat kurang. Pada tahun 2016 kontribusi yang 

diberikan oleh pajak progresif sebesar 0,475%. Pada tahun 2017 – 2019 

penerimaan pajak progresif terus mengalami penurunan setiap tahunnya yang 

diikuti dengan kenaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun penurunan pajak 

progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh pihak 

Samsat Medan Utara. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif untuk 

tahun 2017 persentasenya sebesar 0,708%, untuk tahun 2018 kontribusi yang 

diberikan pajak progresif sebesar 0,653%, dan untuk tahun 2019 kontribusi yang 

diberikan pajak progresif sebesar 0,562%. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi 

penerimaan pajak progresif yang diberikan menurun yaitu sebesar 0,496%. Angka 

– angka penerimaan pajak progresif tersebut sangatlah rendah dalam memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, jika dibandingkan dengan 

target  yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.  

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah membuat pihak Samsat Medan Utara melakukan berbagai 

macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. 

Dengan adanya perubahan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak 

Daerah mengenai perubahan tarif pajak progresif yang diharapkan dapat mampu 

meningkatkan penerimaan pajak progresif dan memberikan kontribusi yang tinggi 

dalam penerimaan Pendapatan Asli (PAD). Namun pada kenyataannya, kontribusi 
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pajak progresif yang diberikan Samsat Medan Utara belum mampu memberikan 

kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Medan Utara 

menyatakan bahwa jika pajak progresif ini dibandingkan dengan Pendapatan Asli 

Daerah, penerimaan pajak progresif meningkat dikarenakan adanya perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan 

kontribusi paling tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli 

kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya sendiri dari 

pada harus membayar pajak progresif  atas kendaraan bermotornya yang terhitung 

besar. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Masih 

banyak juga wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak progresif khususnya 

kendaraan bermotor. Jadi, ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotornya 

yang lebih dari satu, dikarenakan secara progresif. Ketika wajib pajak mengetahui 

tentang hal ini ada yang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi membayar pajak 

kendaraan bermotornya, dikarenakan tidak membawa uang yang cukup untuk 

dibayarkan. 

4.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di 

SamsatMedan Utara 

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Utara 

memiliki ketentuan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap 

pembayaran dan pengesahan.
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1. Pendaftaran 

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat Medan Utara, 

terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam 

membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. 

Pada loket ini yang melayanin wajib pajak adalah petugas dan instansi kepolisian 

yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak adapun kelengkapan 

berkas yang harus dipenuhi antara lain : 

a. Fotocopy KTP  

b. Fotocopy STNK  

 Kelengkapan tersebut diatas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan 

bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada Kantor Samsat Medan Utara 

dikenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak 

dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy 

BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti 

hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin 

dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada buku pemilik 

kendaraan bermotor wajib pajak. Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas 

yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni : 

1) Faktur pembelian kendaraan bermotor 

2) Kuintansi pembelian kendaraan bermotor 

3) KTP pembeli 

4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 

5) Apabila petugas sudah mengatakan bahwa surat sudah lengkap, 
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6) maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan. 

  2.      Penetapan 

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak 

yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun 

PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh 

tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB 

dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Medan Utara dilakukan dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negri. 

  3.    Pembayaran Oleh Wajib Pajak  

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan 

bermotor pada Samsat Medan Utara, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 

12 bulan, pembayaran dilakukan 30 hari sebelum dan atau sampai dengan tanggal 

jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka 

pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dapat 

dilakukan maka wajib pajak akan menerima Surat ketetapan Pajak Daerah sebagai 

bukti pembayaran telah dilakukan. 

  4.    Pengesahan/Pencetakan STNK  

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor 

kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan 

ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan. 
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4.3.3 Faktor – faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi 

Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendaftaran Asli 

Daerah 

Dalam  melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tidak terlepas 

dari adanya hambatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan 

yang timbul dari pelaksanaan pemungutan PKB adalah : 

1. Terdapat wajib pajak yang masih belum membayar pajak terutang dan tidak 

membayar saksi administrasi yang dikenakan. 

2. Adanya wajib pajak yang tidak mengerti tentang sanksi administrasi yang 

dikenakan terhadap mereka. 

3. Masih banyak Kendaraan Bermotor diluar plat BK yang beroperasi di 

Sumatera Utara dan tidak untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan  tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Utara  

a. Samsat Medan Utara telah menerapkan pajak progresif kendaraan 

bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 

Tahun 2015 tentang tarif dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan 

secara progresif. 

b. Kontribusi yang diberikan pajak progresif kendaraan bermotor 

terbilang belum optimal bahkan sangat kurang dari kriteria konstribusi 

yang ditentukan. Kontribusi pajak progresif di Samsat Medan Utara 

tidak sampai 1% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pajak 

progresif kendaraan bermotor merupakan bagian terkecil dari PAD.  

c. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang 

paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD). 

2. Faktor – faktor yang menyebabkan belum tercapainya Realisasi Pajak 

Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Utara 

a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak 

kendaraan bermotornya. Dalam hal ini wajib pajak juga cenderung 

memperlambat pembayaran dan menghindar dari pembayaran. 
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b. Self Assessment System( Sistem Penilaian Diri ) yang memberikan 

arahan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. Sehingga banyak wajib pajak sering menjadikan dasar 

untuk tidak meningkatkan pembayaran rutin dengan tepat waktu. 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah 

diuraikan, maka saran yang dapat di diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Kantor Samsat Medan Utara hendaknya melakukan sosialisasi tentang 

pajak progresif kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui cara 

melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya yang 

dikenakan pajak progresif dan segara melakukan pemblokiran untuk 

kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya. 

b. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan 

pajak progrsif agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. Tidak hanya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea balik nama Kendaraan bermotor saja yang memberikan kontribusi 

tinggi. 
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